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|. PENDAHULUAN
1. Umum

Guna kesempurnaan tugas pelayanan publik merupakan satu baro meter

profesional Polri, setiap tugas SPKT mampu mengetahui pelaksanaan tugas

sebagai pelayanan pengayom dan memberikan informasi yang jelas dapat

dimengerti oleh masyarakat secara formil, dimana jaman keterbukaan masyarakat

semakin kritis terwujudnya supermasi hukum sehingga setiap kelemahan dan

kekeliruan dalam pelaksanaan tugas pelayanan pengaduan publik mendapat

soroton tajam oleh masyarakat.

2. Dasar

a.
b.

Undang-undang No : 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Perkap Kapolri No 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Polri;

Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara;
Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi Polri;

Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak
Pidana.

3. Maksud dan tujuan

a.

Maksud

Maksud pembuatan Standart Operational Procedure (SOP) SPKT ini agar dapat
dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tugas SPKT Polres Merangin, dapat
melaksanakan tugas secara profesional, proposional, prosedural transfaran dan

menjujung tinggi ham guna terwujudnya kepastian Hukum.



b.

Tujuan

Tujuannya agar terwujud keseragaman dan pola tidak para pelaksana tugas di
SPKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam
pelaksanaan proses penerbitan laporan polisi model “A” model “B” tidak

terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

4. Ruang Lingkup

Meliputi pelayanan pertama penerimaan laporan pengaduan oleh publik dengan

menerbitkan laporan polisi sebagaimana keadaan / situasi yang dialami terjadinya

suatu peristiwva pidana, hingga meneruskan kepada satuan penyidik yang

menangani secepat mungkin sesuai HTCK.

5. Pengertian

a. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hal
atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada yang berwenang tentang
telah diduganya, terjadinya suatu peristiwva pidana yang melanggar ketentuan
hukum / undang-undang.

b. Profesional adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas SPKT sesuai
dengan tupoksi dan kewenangan berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

c. Prosedural adalah kegiatan pelaksanaan sesuai mekanisme dan tata cara yang
diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku, guna kejelasan dalam berbuat
bertindak atas peraturan perundang-undangan.

d. Transparan adalah pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan publik secara
terbuka yang dapat diketahui perkembangan, penangananya oleh masyarakat
yang bermasalah berperkara mengajukan komplin.

e. Efektiv, efisien adalah setiap kegiatan anggota SPKT dalam memberian
pelayanan kepolisian dengan cepat, tepat, tidak pilih kasih, perlakuan sama
pelaksanaan dengan tindak memungut pembayaran dalam bentuk apapun,
secara langsung atau janji-janji.

6. Tata urut

BAB I PENDAHULUAN

BAB Il KONSEP PELAYANAN PUBLIK

BAB 1] PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN

BAB v MEKANISME PELAYANAN PUBLIK

BAB \% PENUTUP



[I. KONSEP PELAYANAN PUBLIK

1. Pokok penelenggaraan pelayanan kepolisian terpadu Polsek Siau memberikan
pelayanan pengaduan publik dengan humanis memberikan Pelayanan Prima.

2. SPKT Polsek Siau selaku aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan
publik dengan Humanis, cepatc tepat, tidak pilih kasi, memperlakukan sama setiap
pelapor yang menyampaikan pengaduan dan permasalahan yang dihadapi.

3. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) berupaya dalam meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembenahan melalui
reformasi Birokrasi Polri yang meliputi bidang instrumental, struktural dan kultural
yang dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan tahapan Renstra Polri,
dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan yang menjadi tugas SPKT Polsek
Siau dengan harapan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat diwilayah hukum
Polsek Siau guna menjadi harkamtibmas.

4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam pelaksanaan Program Quick Wins
bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan Quick Respons SPKT melalui
kegiatan Pelayanan Masyarakat yang merupakan salah satu program unggulan
Quick Wins Reformasi Birokrasi Polri, telak dilaksnakan di seluruh jajaran satuan
kewilayahan terhitung sejak dilauncing oleh presiden Rl pada tanggal 30 januari
2009 dengan harapan dapat memberikan pelayanan prima berupa kecepatan,
ketepatan membuat laporan pengaduan publik, serta adanya perubahan sikap
prilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap sopan

santun, humaris, senyum, sapa dan salam.

II.PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK
1. Penerimaan laporan Polisi Model A

a. Laporan Polisi Model A adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri
karena Hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang karena akan sedang
atau telah terjadi peristiwa Pidana.

b. Bagi petugas Polri yang telah membuat laporan Polisi datang pada petugas
SPKT untuk menyerahkan laporan polisi dan bukti pendukung atas laporan
tersebut kepada Ka SPKT.

c. Setelah laporan polisi diterima oleh Ka SPKT piket fungsi ada pada SPKT

melakukan interview/diskusi untuk mengkaji dan menilai laporan polisi dimaksud.



d. Apabila laporan polisi dinilai telah memenuhi persyaratan formal, materi, piket
fungsi segera membuat B.A.P terhadap pelapor. Setelah itu segera dicatat dalam
buku register laporan polisi model A diketahui oleh pejabat Ka SPKT Polres
merangin memberika nomor Register Laporan Polisi setelah itu laporan polisi
tersebut di arsipkan.

e. Selanjutnya segera diteruskan kepada Kasat Reserse Kriminal / narkoba dan
lantas (Unit laka lantas) melalui surat pengantar / nota dinas guna kejelasan alur
HTCK dari SPKT Polres Merangin, kepada penyidik yang menangani perkara
tersebut.

2. Penerima laporan polisi model B

a. Laporan polisi model B adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas polri
SPKT tentang adanya pengaduan atau pemberitahuan yang disampaikan secara
langsung oleh seseorang / kelompok karena hak atau kewajiban berdasarkan
undang-undang bahwa akan atau telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana.

b. Petugas piket SPKT menerima seseorang yang hendak menyampaikan laporan
pengaduan yang dialami dirasakan dan diketahui sendiri kepada tugas siaga
SPKT, dengan sikap empati, komunikatif, humanis, mempersilahkan duduk,
menceritakan belum pernah dilaporkan kekantor polisi Polres/Polsek dengan
membuat surat pernyataan. Petugas mencatat dalam buku kronologis kejadian
barang bukti, alat bukti untuk melengkapi bukti pendukung apabila dialami
langsung oleh pelapor, petugas SPKT berkoordinasi dengan piket fungsi reskrim
yang bertugas saat itu apakah laporan kejiadian tersebut termasuk dalam
kategori suatu tindak pidana atau perdata, jika kejadian yang dialami dan
dilaporkan oleh pelapor tersebut adalah suatu tindak pidana maka petugas siaga
SPKT bersama unit piket fungsi terkait langsung mendatangi TKP terjadi
peristiwa tindak pidana, setelah itu dibuatkan laporan polisi dan kepada pelapor
diberikan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP).

c. Pelapor/pengadu membawa yang diduga pelaku peristiwa tindak pidana maka
petugas siaga SPKT menempatkan terduka pada tempat yang aman, mencatat
identitas dan memeriksa kondisi kesehatan, setelah menentukan permasalahan
petugas siaga SPKT diberikan penjelasan terhadap terlapor dan pelapor secara
objektif peristiwa yang terjadi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

d. Bila memenuhi unsur suatu peristiwa pidana membuat laporan pengaduan LP

diketahui oleh Ka SPKT kemudian laporan polisi segera mungkin diteruskan



dengan surat pengantar/ Nota Dinas kepada Kasar Reskrim / Narkoba dan

Lantas satuan yang menangani berwenang melakukan penyidikan.

MEKANISME PELAYANAN

PELAPOR ADUAN PIKET SIAGA SPKT SESEGERA
POLRES MERANGIN MUNGKIN
MASYARAKAT UMUM MEMBUAT ) MENYERAHKAN LP

ANGGOTA POLRI
LAPORAN POLISI KEPADA PENYIDIK
YANG BERWENANG

MENANGANI
PERISTIWA TINDAK

PIDANA DENGAN

PIKET SIAGA PENELITIAN SURAT PENGANTAR
SPKT POLRES |:> - PERTANYAAN | NOTA  DINAS
MERANGIN KEPADA

- BUKTI-BUKTI
PENDUKUNG

- TINDAK PIDANA

ATAU BUKAN SATUAN YANG
MENANGANI
KOORDINASI
DENGAN PIKET - KASAT RESKRIM
FUNGSI

- KASAT NARKOBA

- KASAT LANTAS

il

TEMBUSAN DISAMPAIKAN

- KAPOLDA JAMBI

- IRWASDA POLDA JAMBI

- KARO OPS POLDA JAMBI

-  KABIDPROPAM POLDA JAMBI
- KA SPKT POLDA JAMBI

- KA SPKT POLRES MERANGIN

3. Penerimaan laporan polisi model C

Laporan model C (LP-C) vyaitu pelayanan Surat keterangan tanda laporan
kehilangan (SKTLK) diberikan kepada masyarakat yang melaporkan bahwa yang
bersangkutan sebagai pelapor telah kehilangan surat-surat penting, surat berharga
atau dokumen seperti : KTP, SIM, Kartu ATM, Surat Kepemilikan Tanda / Bangunan



Sertifikast Tanah, ljazah dil. Pelapor menyerahkan fhoto copy KTP, bukti pendukung
laporannya serta surat pengantar dari instansi yang berwenang.

4. Penerimaan laporan polisi model D

Laporan polisi model D (LP-D) yaitu laporan tentang telah atau sedang terjadinya
suatu peristiwa kebakaran.

5. Penerimaan laporan polisi model E

Laporan polisi model E (LP-E) yaitu laporan tentang telah atau sedang terjadinya
suatu peristiwa bencana alam.

6. Penerimaan laporan polisi model F
Laporan polisi model F (LP-F) yaitu laporan / pengaduan tentang orang hilang.
V. MEKANISME PELAYANAN PUBLIK
1. Menerima dan melayani masyarakat sepenuh hati dalam bentuk penerimaan dan
penanganan dan memberkan surat keterangan dengan senyum, salam, sapa
memberikan rasa empati, profesional seta propersional.
- Cepat dan tepat dalam melaksanakan pelayanan pengaduan publik

- Petugas Kepolisian pada saat menerima laporan pengaduan diharapkan
bersikap ramah sopan tanpa pamrih

- Objektif memberikan pelayanan publik tidak memihak atau membedaka etnis
- Transparan memberikan pelayanan publik secara bersih terbuka

- Akuntabel memberikan pelayanan publik dapat dipertanggung jawabkan kepada
pimpinan.

V. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Procedur (SOP) tentang pelayanan publk /
masyarakat terhadap Siaga SPKT sebagal pedoman dalam melaksanakan tugas
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Merangin.

Bangko, Januari 2021
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